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KATA PENGANTAR 

 

Penyusunan Laporan Triwulan atas kinerja pelaksanaan program/kegiatan Sekretariat Jenderal Dewan 

Ketahanan Nasional, merupakan upaya secara periodik untuk memberikan gambaran capaian kinerja 

pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 

2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Selain itu, 

laporan monitoring triwulan II ini merupakan salah satu alat pengukuran dan evaluasi kinerja atas 

pelaksanaan RKA/K-L tahun berjalan seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 

90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA/K-L. 

Komposisi substansi dalam laporan ini merupakan laporan yang disampaikan oleh unit kerja eselon I/II 

Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, yang menggambarkan perkembangan kinerja, 

permasalahan dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan program/kegiatan. Kinerja pelaksanaan 

program/kegiatan ini dilihat dari realisasi pencapaian output/fisik dan tingkat penyerapan anggaran. 

Laporan ini diharapkan dapat memberikan dorongan yang berguna untuk meningkatkan kinerja 

pelaksanaan program/kegiatan terutama dalam perencanaan pelaksanaan program/kegiatan 

selanjutnya. Apresiasi dan ucapan terima kasih kepada semua unit/satuan kerja serta berbagai pihak 

yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini. Semoga bermanfaat. 

 
 

 

 

 

Shopian 
Marsekal Pertama TNI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakarta,      Juli 2021 
Biro Perencanaan, Organisasi, dan Keuangan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
Keputusan Presiden R.I. Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat 

Jenderal Dewan Ketahanan Nasional menyatakan bahwa Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan 

Nasional (Setjen Wantannas) merupakan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) berada di 

bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden R.I. selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional yang 

mempunyai tugas merumuskan rancangan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan 

ketahanan nasional untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia. 

Wantannas mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan pembinaan ketahanan 

nasional guna menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia. 

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut di atas, Wantannas mempunyai fungsi :  

1. Penetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional 

Indonesia; 

2. Penetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan 

negara; dan 

3. Penetapan resiko pembangunan nasional yang dihadapi untuk kurun waktu tertentu dan 

pengarahan sumber-sumber kekuatan bangsa dan negara dalam rangka merehabilitasi akibat dari 

resiko pembangunan. 

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Wantannas menetapkan Visi yaitu “Dewan Ketahanan 

Nasional yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden 

dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan 

Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Sedangkan Misi Wantannas, sebagai berikut: 

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisi yang cepat, akurat, dan responsif 

kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan 

pemerintahan negara; 

2. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, 

informasi dan hubungan kelembagaan; dan 

3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana lembaga Dewan Ketahanan Nasional. 

Dalam pencapaian visi dan misi Wantannas, Wantannas dibantu oleh Setjen Wantannas yang memiliki 

tugas merumuskan rancangan kebijakan dan strategi nasional untuk menjamin pencapaian tujuan dan 

kepentingan nasional Indonesia. Dalam menyelenggarakan tugas, Setjen Wantannas mempunyai 

fungsi: 
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1. Perumusan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan 

ketahanan nasional; 

2. Perumusan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka menjamin 

keselamatan bangsa dan negara dari ancaman terhadap kedaulatan, persatuan dan kesatuan, 

serta kelangsungan hidup bangsa dan negara; dan 

3. Penyusunan perkiraan risiko pembangunan nasional yang dihadapi dalam kurun waktu tertentu 

dan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka merehabilitasi akibat risiko 

pembangunan. 

Secara umum Struktur Organisasi Sekreta Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada tahun 2021, Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional mempunyai 2 (dua) program, yaitu: 

1. Program Kebijakan dan Strategi Ketahanan Nasional, dengan anggaran Rp 7.988.562.000; dan 

2. Program Dukungan Manajemen, dengan amggaran Rp 40.017.530.000. 
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BAB II 

PERJANJIAN KINERJA 
 

Dalam Bab ini akan diuraikan mengenai Perjanjian Kinerja Setjen Wantannas Tahun 2021, sebagai 

berikut: 

 
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) (4) 

1 Terbinanya kondisi ketahanan 
nasional yang tangguh dan 
dinamis dalam rangka 
mewujudkan Indonesia maju yang 
berdaulat, mandiri, dan 
berkepribadian berlandaskan 
gotong  royong 

Persentase rumusan kebijakan dan strategi 
ketahanan   nasional yang disiapkan untuk 
bahan Sidang Dewan 

80% 

Persentase rumusan saran tindak ketahanan 
nasional yang tangguh dan dinamis yang 
ditindaklanjuti 

80% 

Persentase rancangan kebijakan untuk 
mengukur pembangunan nasional yang 
dilaporkan 

85% 

Persentase rancangan kebijakan untuk 
mengukur kondisi kehidupan nasional yang 
dilaporkan 

85% 

Persentase rancangan kebijakan dan strategi 
aksi Bela Negara dalam rangka pembinaan 
ketahanan nasional yang tangguh dan dinamis 
yang dilaporkan 

85% 

2 Terwujudnya Wantannas yang 
efektif dan efisien 

Indeks RB B 

Nilai SAKIP 75 

Opini BPK WTP 

Jumlah penyelenggaraan Sidang Dewan 2 

 

Program Anggaran 

1.  Program Kebijakan dan Strategi Ketahanan Nasional Rp.   7.988.562.000.- 

2.  Program Dukungan Manajemen Rp. 42.448.268.000.- 

                                                                             Total Rp. 50.436.830.000.- 
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 

BIRO PERENCANAAN, ORGANISASI DAN KEUANGAN 
  

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) (4) 

1 Terlaksananya layanan 
perencanaan, evaluasi dan 
pelaporan yang berkualitas 

Persentase dokumen perencanaan yang 
dihasilkan di Setjen Wantannas 100% 

Persentase hasil evaluasi akuntabilitas kinerja 
Setjen Wantannas yang terlaksana 100% 

2 Terlaksananya layanan organisasi 
yang berkualitas 

Persentase penyelesaian proses bisnis dan 
layanan penataaan organisasi 100% 

3 Terlaksananya layanan keuangan 

yang berkualitas 

Persentase penyerapan anggaran Setjen 

Wantannas 
90% 

Persentase pengelolaan keuangan yang bebas 

dari temuan 
100% 

4 Terlaksananya layanan  

Reformasi Birokrasi 

Nilai Penerapan RB Wantannas 
B 

 

 

Kegiatan Anggaran 

1.  Pengelolaan Perencanaan, Organisasi dan Keuangan  Rp.   760.359.000.- 

 

 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 

BIRO PERSIDANGAN, SISTEM INFORMASI DAN PENGAWASAN INTERNAL 

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) (4) 

1 Terlaksananya Layanan 
Persidangan dan Kehumasan 

Peringkat Keterbukaan Informasi Publik 
C.I 

Jumlah Sidang Dewan yang terlaksana 
2 

2 Terlaksananya Layanan Data 
dan Informasi yang Optimal 

Keamanan Informasi (KAMI) K/L 
5 

3 Terlaksananya Layanan Nilai internal Audit Capability Model (IA-CM) 
3 
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No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) (4) 

Pengawasan Internal yang 

Berkualitas 
Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

(SPIP) 
4 

 

 

Kegiatan Anggaran 

1.  Pengelolaan Persidangan, Sisfo dan  Pengawasan  Rp.   685.179.000.- 

 

 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 

BIRO UMUM 
 

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) (4) 

1 Terlaksananya Layanan 
Manajemen SDM yang berkualitas 

Persentase pelaksanaan layanan manajemen 
SDM yang berkualitas 100% 

Indeks Profesionalitas ASN 
75 

2 Terlaksananya Layanan 
Manajemen BMN yang transparan 
dan akuntabel 

Persentase pelaksanaan layanan manajemen 
BMN yang transparan dan akuntabel 100% 

Kategori kualiatas pengelolaan BMN 
2 

3 Terlaksananya Layanan Protokoler 

yang efektif dan efisien 

Persentase pelaksanaan layanan protokoler 

yang efektif dan efisien 100% 

4 Terlaksananya Layanan Umum 

yang berkualitas 

Persentase pelaksanaan layanan umum yang 

handal dan berkualitas 
100% 

Indeks Hasil Pengawasan Arsip B 

5 Terlaksananya Layanan 

Perkantoran yang berkualitas 

Persentase layanan operasional dan 

pemeliharaan perkantoran yang berkualitas 
100% 

Persentase Pembayaran Gaji Tepat Waktu 100% 

6 Terlaksananya Layanan Hukum 

yang berkualitas 

Persentase pelaksanaan layanan hukum yang 

Handal dan berkualitas 
100% 

 

Kegiatan Anggaran 

1.  Pengelolaan Internal Perkantoran Rp.   41.002.730.000.- 
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    PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021   

DEPUTI BIDANG SISTEM NASIONAL  

No 
Sasaran Program Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) 
(4) 

1 
Terumuskannya rancangan kebijakan 

sistem nasional yang tangguh dan 

dinamis 

Persentase rancangan kebijakan sistem 

nasional yang disiapkan untuk bahan 

prasidang 

80 

Persentase saran tindak hasil pemantauan 

kehidupan nasional dikirim ke Presiden 
80 

Persentase kajian kerjasama bidang 

sistem nasional yang dikirim ke Presiden 
85 

 

Kegiatan Anggaran 

1.  Perumusan Kebijakan Lingkungan Alam Rp.   488.656.000.- 

2.  Perumusan Kebijakan Lingkungan Sosial Rp.   488.656.000.- 

3.  Perumusan Kebijakan Pemerintahan Negara Rp.   488.656.000.- 

4.  Perumusan Kebijakan Informasi dan Pengolahan Data Rp.   458.044.000.- 

                                                                                   Total RP.1.924.012.000.- 

 

 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021   

PEMBANTU DEPUTI URUSAN LINGKUNGAN ALAM 

DEPUTI BIDANG SISTEM NASIONAL  

 

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) 
(4) 

1 
Terumuskannya rancangan kebijakan 

sistem nasional bidang lingkungan alam 

Jumlah rancangan kebijakan  sistem 

nasional bidang lingkungan alam yang 

dihasilkan 

1 

Jumlah saran tindak hasil pemantauan 

kondisi kehidupan nasional bidang 

lingkungan alam yang dihasilkan 

3 

 

Jumlah kajian kerjasama bidang 

Lingkungan Alam yang dihasilkan 
1 

 

Kegiatan Anggaran 

1.  Perumusan Kebijakan Lingkungan Alam Rp.   488.656.000.- 
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021   

PEMBANTU DEPUTI URUSAN LINGKUNGAN SOSIAL 

DEPUTI BIDANG SISTEM NASIONAL  

 

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) 
(4) 

1 Terumuskannya rancangan kebijakan 

sistem nasional bidang lingkungan 

sosial  

 

Jumlah rancangan kebijakan sistem nasional 

bidang lingkungan sosial yang dihasilkan 1 

Jumlah saran tindak hasil pemantauan kondisi 

kehidupan nasional bidang lingkungan sosial 

yang dihasilkan 

 

3 

 

Jumlah kajian kerjasama bidang lingkungan 

sosial yang dihasilkan 1 

 

Kegiatan Anggaran 

1.  Perumusan Kebijakan Lingkungan Sosial Rp.   488.656.000.- 

 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021   

PEMBANTU DEPUTI URUSAN LINGKUNGAN PEMERINTAHAN NEGARA 

DEPUTI BIDANG SISTEM NASIONAL  

 

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) 
(4) 

1 Terumuskannya rancangan 

kebijakan bidang pemerintahan 

negara  

Jumlah rancangan kebijakan  bidang 

pemerintahan negara yang dihasilkan 1 

Jumlah saran tindak hasil pemantauan kondisi 

kehidupan nasional bidang pemerintahan negara 

yang dihasilkan 
3 

Jumlah kajian kerja sama bidang pemerintahan 

negara yang dihasilkan 1 

 

Kegiatan Anggaran 

1.  Perumusan Kebijakan Pemerintahan Negara Rp.   488.656.000.- 
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021   

PEMBANTU DEPUTI URUSAN INFORMASI DAN PENGOLAHAN DATA 

DEPUTI BIDANG SISTEM NASIONAL  

 

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) 
(4) 

1 Terumuskannya rancangan 

kebijakan bidang informasi dan 

pengolahan data 

Jumlah rancangan kebijakan  informasi dan 

pengolahan data yang dihasilkan  1 

Jumlah saran tindak hasil pemantauan pantauan 

kondisi  kehidupan nasional bidang informasi dan 

pengolahan data yang dihasilkan 

 

2 

 

Jumlah kajian kerja sama bidang informasi dan 

pengolahan data yang dihasilkan   1 

 

Kegiatan Anggaran 

1.  Perumusan Kebijakan Informasi dan Pengolahan Data Rp.   458.044.000.- 

 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021   

DEPUTI BIDANG POLITIK DAN STRATEGI 
 

No Sasaran Program Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) (4) 

1 
Terumuskannya rancangan kebijakan 

politik, strategi nasional dan rencana 

kontinjensi yang tangguh dan dinamis 

Persentase rancangan kebijakan politik 

strategi nasional dan rencana kontinjensi 

yang disiapkan untuk bahan prasidang 

80 

Persentase saran tindak hasil pemantauan 

kehidupan nasional yang dikirim ke Presiden 
80 

Persentase perumusan Perkiraan Batas 

Toleransi Resiko Pembangunan yang 

disiapkan untuk bahan masukan 

pengambilan keputusan 

80 

Persentase Kajian kerjasama bidang politik 

dan strategi yang dikirim ke Presiden 
80 

 

Kegiatan Anggaran 

1.  Perumusan Kebijakan Politik Nasional Rp.   488.656.000.- 

2.  Perumusan Kebijakan Bidang Strategi Nasional Rp.   623.711.000.- 

3.  Perumusan Kebijakan Bidang Rencana Kontijensi Rp.   623.711.000.- 

                                                                       Total Rp.1.736.078.000.- 
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021   

PEMBANTU DEPUTI URUSAN POLITIK NASIONAL 

DEPUTI BIDANG POLITIK DAN STRATEGI 

 

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) 

 

(4) 

1 Terumuskannya rancangan 

kebijakan bidang politik nasional  

Jumlah rancangan kebijakan  politik nasional 

yang dihasilkan 1 

Jumlah saran tindak hasil pemantauan kondisi 

kehidupan politik nasional yang dihasilkan 

 

3 

Jumlah kajian kerjasama bidang politik nasional  
1 

 

Kegiatan Anggaran 

1.  Perumusan Kebijakan Politik Nasional Rp.   488.656.000.- 

 

 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021   

PEMBANTU DEPUTI URUSAN STRATEGI NASIONAL 

DEPUTI BIDANG POLITIK DAN STRATEGI 

 

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) 
(4) 

1 Terumuskannya rancangan 

kebijakan bidang strategi nasional  

Jumlah rancangan kebijakan bidang strategi 

nasional yang dihasilkan 1 

Jumlah saran tindak hasil  evaluasi dan batas 

toleransi resiko pembangunan nasional yang 

dihasilkan 
3 

Jumlah kajian kerjasama bidang strategi nasional 

yang dihasilkan  1 

 

Kegiatan Anggaran 

1.  Perumusan Kebijakan Bidang Strategi Nasional Rp.   623.711.000.- 
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021   

PEMBANTU DEPUTI URUSAN PERENCANAAN KONTIJENSI 

DEPUTI BIDANG POLITIK DAN STRATEGI 

 

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) 
(4) 

1 Terumuskannya rancangan kebijakan 

bidang perencanaan kontinjensi   

Jumlah rancangan kebijakan bidang 

perencanaan kontinjensi  yang dihasilkan 1 

Jumlah saran tindak hasil identifikasi dan 

klasifikasi ancaman stabilitas nasional yang 

dihasilkan 
3 

Jumlah kajian kerjasama bidang  perencanaan 

kontinjensi  yang dihasilkan 1 

 

Kegiatan Anggaran 

1.  Perumusan Kebijakan Bidang Rencana Kontijensi Rp.   623.711.000.- 

 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021   

DEPUTI BIDANG PENGKAJIAN DAN PENGINDERAAN 

 

No Sasaran Program Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) (4) 

1 
Terumuskannya rancangan Kebijakan dan 

strategi nasional, regional, dan 

internasional yang tangguh dan dinamis 

Persentase rancangan kebijakan dan 

strategi nasional, regional, dan 

internasional yang disiapkan untuk bahan 

prasidang 

80 

Persentase saran tindak hasil 

penginderaan nasional, regional, dan 

internasional yang dikirim ke Presiden 

80 

Persentase kajian kerjasama bidang 

lingkungan strategis yang dikirim ke 

Presiden 

85 

 

Kegiatan Anggaran 

1.  Perumusan Kebijakan Bidang Lingkungan Strategis Nasional Rp.   623.701.000.- 

2.  Perumusan Kebijakan Bidang Lingkungan Strategis    
 Regional 

Rp.   623.721.000.- 

3.  Perumusan Kebijakan Bidang Lingkungan Strategis  
 Internasional 

Rp.   488.656.000.- 

                                                                                       Total Rp.1.736.078.000.- 
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021   

PEMBANTU DEPUTI URUSAN LINGKUNGAN STRATEGIS NASIONAL 

DEPUTI BIDANG PENGKAJIAN DAN PENGINDERAAN 

 

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) 
(4) 

1 Terumuskannya Kirstranas, Telstranas, 

dan Apstranas lingkungan strategis 

nasional  

Jumlah Kirstranas, Telstranas, dan 

Apstranas lingkungan strategis nasional 

yang dihasilkan 
2 

Jumlah saran tindak penginderaan  

lingkungan strategis nasional yang 

dihasilkan 

3 

 

Jumlah kajian kerjasama bidang 

lingkungan strategis nasional yang 

dihasilkan 

1 

 

 

Kegiatan Anggaran 

1.  Perumusan Kebijakan Bidang Lingkungan  Strategis  
 Nasional 

Rp.   623.701.000.- 

 

 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021   

PEMBANTU DEPUTI URUSAN LINGKUNGAN STRATEGIS INTERNASIONAL 

DEPUTI BIDANG PENGKAJIAN DAN PENGINDERAAN 

 

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) 
(4) 

1 Terumuskannya saran kebijakan  

lingkungan strategis internasional  

Jumlah saran kebijakan  lingkungan strategis 

internasional yang dihasilkan 
1 

 

Jumlah saran tindak penginderaan  lingkungan 

strategis internasional yang dihasilkan 3 

 

Terumuskannya hasil kajian kerjasama bidang 

lingkungan strategis internasional  
1 

 

 

Kegiatan Anggaran 

1.  Perumusan Kebijakan Bidang Lingkungan Strategis  
 Internasional 

Rp.   488.656.000.- 
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021   

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN 
 

No Sasaran Program Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) 
(4) 

1 
Terumuskannya hasil pengukuran 

pembangunan nasional dan kondisi kehidupan 

nasional serta kebijakan mobilisasi sumber 

kekuatan nasional yang tangguh dan dinamis 

Persentase rancangan kebijakan 

mobilisasi sumber kekuatan nasional 

yang disiapkan untuk bahan prasidang 

80 

Persentase saran tindak hasil 

pengukuran dan pemecahan 

penyimpangan pembangunan 

nasional yang dikirim ke Presiden 

80 

Persentase saran tindak hasil 

pengukuran kondisi kehidupan 

nasional yang dikirim ke Presiden 

80 

Persentase kajian kerjasama bidang 

pengembangan ketahanan yang 

dikirim ke Presiden 

85 

Persentase rancangan kebijakan aksi 

bela negara untuk pembinaan 

ketahanan nasional yang tangguh dan 

dinamis yang disiapkan 

85 

 
Kegiatan Anggaran 

1.  Perumusan Kebijakan Bidang Hukum dan Perundang- 
 Undangan 

Rp.   580.492.000.- 

2.  Perumusan Kebijakan Bidang Ekonomi Rp.   580.492.000.- 

3.  Perumusan Kebijakan Bidang Pertahanan Keamanan Rp.   697.858.000.- 

4.  Perumusan Kebijakan Bidang Sosial Budaya Rp.   580.492.000.- 

                                                                                          Total Rp.2.439.334.000.- 

 

 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021   

PEMBANTU DEPUTI URUSAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN 

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN 

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) 
(4) 

1 Terumuskannya rancangan 

kebijakan  hukum dan 

Jumlah rancangan kebijakan bidang hukum dan 

perundang-undangan yang dihasilkan 1 
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No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) 
(4) 

perundang-undangan   Jumlah saran tindak hasil pengukuran dan 

pemecahan masalah penyimpangan pembangunan 

nasional bidang hukum dan perundang-undangan 

yang dihasilkan 

 

3 

 

Jumlah saran tindak hasil pengukuran kehidupan 

nasional bidang hukum dan perundang-undangan 

yang dihasilkan 
3 

Jumlah kajian kerjasama bidang hukum dan 

perundang-undangan  yang dihasilkan 1 

 

Kegiatan Anggaran 

1.  Perumusan Kebijakan Bidang Hukum dan Perundang- 
 Undangan 

Rp.   580.492.000.- 

 

 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021   

PEMBANTU DEPUTI URUSAN EKONOMI 

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN 

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) 
(4) 

1 Terumuskannya 

rancangan kebijakan  

ekonomi 

Jumlah rancangan kebijakan  ekonomi yang dihasilkan 

1 

Jumlah  terumuskannya saran tindak hasil pengukuran dan 

pemecahan masalah penyimpangan pembangunan 

nasional bidang ekonomi yang dihasilkan 

 

3 

 

Jumlah saran tindak hasil pengukuran kehidupan nasional 

bidang ekonomi yang dihasilkan 3 

Jumlah kajian kerja sama bidang ekonomi yang dihasilkan 
1 

 

Kegiatan Anggaran 

1.  Perumusan Kebijakan Bidang Ekonomi Rp.   580.492.000.- 
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021   

PEMBANTU DEPUTI URUSAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN 

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN 

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) 
(4) 

1 Terumuskannya rancangan 

kebijakan  pertahanan 

keamanan  

Jumlah rancangan kebijakan mobilisasi bidang 

pertahanan dan keamanan yang dihasilkan 
1 

Jumlah  saran tindak hasil pengukuran dan pemecahan 

masalah penyimpangan pembangunan nasional bidang 

pertahanan keamanan yang dihasilkan 

 

3 

 

Jumlah saran tindak hasil pengukuran kehidupan 

nasional bidang pertahanan keamanan yang dihasilkan 3 

Jumlah kajian kerjasama bidang pertahanan keamanan 

yang dihasilkan 
1 

2 Penguatan Ketahanan 

Nasional 

Jumlah rapat koordinasi dan 

evaluasi pelaksanaan aksi Bela 

Negara 

 

4 

 

 

Kegiatan Anggaran 

1.  Perumusan Kebijakan Bidang Pertahanan Keamanan Rp.   697.858.000.- 

 

 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021   

PEMBANTU DEPUTI URUSAN SOSIAL BUDAYA 

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN 

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) 
(4) 

1 Terumuskannya rancangan 

kebijakan  sosial dan budaya  

Jumlah rancangan kebijakan bidang Sosial dan Budaya 

yang dihasilkan 1 

Jumlah  saran tindak hasil pengukuran dan pemecahan 

masalah penyimpangan pembangunan nasional bidang 

sosial budaya yang di hasilkan 

 

3 

 

Jumlah saran tindak hasil pengukuran kehidupan 

nasional bidang sosial budaya yang dihasilkan 3 
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No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) 
(4) 

Jumlah kajian kerjasama aspek sosial budaya yang 

dihasilkan 1 

 

Kegiatan Anggaran 

1.  Perumusan Kebijakan Bidang Sosial Budaya Rp.   580.492.000.- 

 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021   

STAFF AHLI 

 

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) 
(4) 

1 Meningkatnya kehandalan telaahan, saran, dan 

pertimbangan serta rekomendasi yang tangguh 

dan dinamis 

Jumlah telaahan, saran, dan 

pertimbangan serta rekomendasi 

yang dihasilkan 
5 

 

Kegiatan Anggaran 

1.  Perumusan Saran Tindak Kebijakan dan Strategi Nasional 
Terkait Keahlian Tertentu 

Rp.   153.060.000.- 
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BAB III 

AKUNTABILITAS DAN EVALUASI KINERJA 
 

A. AKUNTABILITAS KINERJA 

Laporan Triwulan II tahun 2021 ini berisikan tentang Realisasi Kinerja dan Anggaran Setjen Wantannas yang dilaksanakan selama bulan April s.d Juni  

2021, dengan rincian sebagai berikut: 

 

Bandep Lingal 

 



20 
 

Bandep Lingsos 
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Bandep Lingpemneg 
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Bandep Infolahta 
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Bandep Polnas 
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Bandep Stranas 
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Bandep Renkon 
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Bandep Lingstranas 

 

 

 

 



27 
 

 

Bandep Lingstrareg 
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Bandep Lingstrain 
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Bandep Kumdang 
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Bandep Ekonomi 
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Pembantu Deputi Hankam 
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Pembantu Deputi Sosbud 
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STAF AHLI  
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BIRO POK 
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BIRO PSP 
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BIRO UMUM 
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B. EVALUASI KINERJA 

Evaluasi kinerja Triwulan II merupakan evaluasi atas akuntabilitas kinerja anggaran dan 

operasional Setjen Wantannas yang berdasarkan atas target yang tercantum dalam dokumen 

Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja, dan Laporan Periodik Bulanan Unit Kerja 

Kedeputian/Staff Ahli/Kebiroan. Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih yang cukup signifikan 

antara kinerja anggaran dan kinerja operasional, antara lain: 

1. Sampai dengan Triwulan II, evaluasi kinerja Program Dukungan Manajemen  antara lain : 

a. Capaian kinerja yang dilaporkan oleh beberapa bagian pada Unit Kerja masih belum 

sesuai target yang ditetapkan pada dokumen rencana aksi dan pelaksanaan kegiatan 

(berdasarkan rencana aksi) masih perlu disesuaikan dengan revisi anggaran yang ada; 

b. Perlu adanya penyesuaian dokumen realisasi anggaran yang dilaporkan masing-masing 

Unit Keja Kebiroan dengan Bagian Keuangan; dan 

c. Terdapat pembatasan kegiatan akibat pandemi virus Covid-19. 

 
2. Sedangkan kinerja anggaran Program Kebijakan dan Strategi Ketahanan Nasional antara lain : 

a. Tertundanya pelaksanaan kegiatan seperti kajian daerah dalam rangka pengumpulan data 

dan informasi; 

b. Tertundanya rangkaian kegiatan dalam rangka penyusunan naskah kajian sehingga 

mempengaruhi output naskah yang dihasilkan; 

c. Perlu adanya penyesuaian dokumen realisasi anggaran yang dilaporkan masing-masing 

Unit Kerja Kedeputian/Staf Ahli dengan Bagian Keuangan. 
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BAB IV 

REKOMENDASI 
 

Laporan Evaluasi Triwulan II ini memiliki tujuan antara lain untuk mengevaluasi keterkaitan antara 

dokumen-dokumen perencanaan yang ada di Setjen Wantannas yang meliputi antara lain Rencana 

Aksi Kinerja, RKA-K/L dan Perjanjian kinerja dengan suatu manajemen yang terukur. Laporan evaluasi 

kinerja Setjen Wantannas digunakan untuk memonitoring dan memberikan evaluasi atas apa yang 

telah dikerjakan oleh masing – masing unit kerja, baik Kedeputian, Staf Ahli, dan Kebiroan. Dengan 

demikian dalam proses pembuatan laporan ini tanpa ada intervensi dari pihak manapun dan bukan 

dalam rangka menjatuhkan salah satu atau beberapa unit kerja di lingkungan Setjen Wantannas. Oleh 

karena itu Laporan Evaluasi Setjen Wantannas sangat dibutuhkan untuk perbaikan kinerja dalam 

rangka pencapaian kinerja yang optimal di Setjen Wantannas. 

 
Berdasarkan evaluasi kinerja Triwulan II yang sudah dijabarkan, untuk itu disampaikan rekomendasi, 

antara lain: 

1. Melakukan percepatan kegiatan dengan menggunakan media elektronik selama masa 

Pembatasan Sosial Berskala Besar pada Unit Kerja Kedeputian/Staff Ahli/Kebiroan; 

2. Melakukan percepatan atas penyerapan anggaran pada setiap Unit Kerja Kedeputian/Staff 

Ahli/Kebiroan; dan 

3. Penyesuaian dokumen realisasi anggaran yang dilaporkan masing-masing Unit Kerja Kedeputian, 

Staf Ahli, maupun Kebiroan dengan Bagian Keuangan. 

 

Demikian Laporan Evaluasi Triwulan II Setjen Wantannas Tahun 2021, semoga laporan ini dapat 

memberikan manfaat dan informasi atas pencapaian kinerja Setjen Wantannas sebagai lembaga 

pemerintah yang bertanggungjawab dalam merumuskan rancangan kebijakan dan strategi nasional 

dalam rangka pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan 

nasional Republik Indonesia. 

 Jakarta,        Juli 2021 
  Kepala Biro Perencanaa, Organisasi dan Keuangan 

 
 
 
 

Shopian 
Marsekal Pertama TNI 


	KATA PENGANTAR
	DAFTAR ISI
	BAB I
	BAB II
	BAB III
	BAB IV

